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In recent years, the level of copyright piracy of music and song in 
several countries,especially Indonesia, Indonesian people are 
generally more likely to choose pirated CDs than the original, with 
the reasons expensive original works and the price difference very 
much.Legally, the core problem of music piracy and the song is 
contrary to Article 2 point (1) Berne Convention for the Protection 
of Literary and Artistic Works containing that music is a creation 
and a nationally-protected against the Law No. 19 Year 2002 on 
Copyright Article 12 paragraph (1). Therefore, the required action 
from the government in dealing with these problems,. The author 
would like to discuss the concept of an ideal law enforcement in 
cases of copyright piracy of digital music and the songs and the 
dominant factor affecting copyright piracy of music and song in 
Indonesia, Factors Affecting Copyright Piracy Music And Songs In 
Indonesia, among others, the factors based economy because they 
want to seek financial benefits quickly and ignoring the interests of 
creators and copyright holders, cost factors, cultural factors of 
society itself so that public awareness of the illegal pirated goods 
is still very low. The government should issue a form idealdalam 
concepts governing Perunang-Invitation Copyright in greater 
detail, giving firmness law, legal protection and certainty against 
copyrigt Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
Beberapa tahun belakangan ini, 
tingkat pembajakan hak cipta2 musik 
dan lagu di beberapa negara di dunia 
seperti Brazil, Cina, India, Mexico, 
Pakistan, Indonesia, Paraguay, Rusia, 
Spanyol, Ukraina mencapai angka yang 
tinggi3. Sebagai contoh di Indonesia 
sendiri, di tahun 1996 Asosiasi Industri 
Rekaman Indonesia (ASIRI) mencatat 
20 juta keping Compact Disc (CD) 
album musik bajakan beredar, 12 tahun 
kemudian atau di tahun 2008 jumlahnya 
membengkak hingga 550 juta keping. 
Rasio peredaran album CD musik 
bajakan dan legal di tahun 2007 bahkan 
telah mencapai 96% : 4%, angka ini 
diprediksikan akan terus bertambah.4 
Dilihat pada fakta, masyarakat lebih 
cenderung memilih CD bajakan daripada 
yang asli, dikarenakan beberapa alasan, 
diantaranya mahalnya hasil karya asli 
dan perbedaan harga yang sangat jauh 
dengan bajakan di pasaran. Harga suatu 
hasil karya asli seperti CD musik dan 
lagu adalah Rp. 50.000 sampai dengan 
Rp. 70.000 per kepingnya, sedangkan 
untuk harga yang bajakan rata-rata       
Rp. 5000 per kepingnya, jadi masyarakat 
lebih memilih bajakan daripada hasil 
karya asli yang beberapa kali lipat lebih 
mahal harganya.Kemajuan teknologi 
juga memudahkan proses pembajakan 
musik dan lagu ini, dengan adanya 
perangkat CD writer 5 pada komputer, 
para pengganda CD menggunakan 
perangkat tersebut dengan cara menyalin 
musik dan lagu dari CD asli ke CD 
kosong atau dikenal dengan CD-R6 yang 
banyak dijual di toko-toko komputer dan 
harganya pun relatif murah. 
Akibatnya Indonesia dihadapkan pada 
berbagai masalah dan dampak yang 
buruk, baik dari dunia Internasional 
maupun pada masyarakat Indonesia 
sendiri. Dampak tersebut merugikan 
negara di sektor pajak, berdampak buruk 
bagi perekonomian, merusak reputasi 
dan nama baik negara, menghambat 
potensi investasi, terjadinya persaingan 
yang tidak sehat di pasar dalam negeri, 
serta dapat mengakibatkan sanksi 
ekonomi seperti embargo dan 
pencabutan quota/ekspor terhadap 
Indonesia. 7 Kurangnya perhatian 
pemerintah dan lemahnya penegakan 
hukum untuk mengatasi hal tersebut, 
mengakibatkan para pembajak semakin 
leluasa.  
Meski adanya regulasi nasional 
yang didalamnya melarang pelanggaran 
hak cipta musik dan lagu, akan tetapi 
maslaah pembajakan masih kerap terjadi, 
salah satunya pada kasus PT. 
TELKOMSEL melawan Yayasan Karya 
Cipta Indonesia (YKCI) dan kasus 
penggandaan CD oleh seorang pemilik 
tempat penggandaan CD di 
Jakarta.Secara yuridis, inti permasalahan 
pembajakan musik dan lagu ini 
bertentangan dengan pasal 2 angka 
(1)8Berne Convention for The 
Protection of Literary and Artistic Works 
(Konvensi Bern Untuk Perlindungan 
Karya Cipta Seni dan Sastra), yang di 
dalamnya dituliskan bahwa music adalah 
suatu ciptaan yang dilindungi. Konvensi 
Bern ini juga mengatur tentang 
exclusiverights9(hak-hak eksklusif) 
dimana exclusive rights ini dapat 
dilakukan oleh pihak lain dengan cara 
memberikan royalti kepada pemilik hak 
cipta tersebut. Tidak hanya bertentangan 
 
 
 
 
dengan regulasi hukum internasional 
saja, pembajakan musik dan lagu juga 
bertentangan dengan regulasi hukum 
nasional seperti Undang-undang RI 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta (selanjutnya disebut UUHC), di 
dalam pasal 12 ayat (1)11 Dari segi 
penegakan hukum, pemerintah perlu 
membenahi regulasi nasional tentang 
hak cipta, dalam hal memberikan sanksi 
yang lebih keras terhadap para pelaku 
pembajakan, sehingga timbul rasa takut 
dan efek jera.Dari segi ekonomis, 
pemerintah seharusnya melakukan 
negosiasi dengan pencipta dan produser 
untuk meminimalkan harga dari CD asli 
yang sesuai dengan daya beli 
masyarakat, sehingga masyarakat 
terdorong untuk membeli CD asli karena 
dapat menikmati hasil karya musik atau 
lagu dengan harga yang murah dan 
kualitas yang bagus. 
Indonesia sebagai negara 
berkembang, seharusnya terus 
meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat menuju Indonesia 
makmur.Melalui usaha-usaha penggalian 
kekayaan alam dan sumber daya 
manusia demi kemakmuran rakyat, 
bukan kemakmuran segelintir orang 
seperti permasalahan pembajakan musik 
dan lagu yang penulis terangkan diatas. 
Penegakan hak cipta yang tidak 
konsisten dan ragu-ragu selama ini, akan 
membuat dampak tersebut berlanjut 
untuk jangka panjang dan mencoreng 
nama baik negara Indonesia di 
lingkungan Internasional. Oleh karena 
itu, diperlukan tindakan nyata dari 
pemerintah dalam menangani 
permasalahan pembajakan musik dan 
lagu tersebut, sehingga Indonesia dapat 
menjadi contoh bagi negara-negara yang 
memiliki angka tingkat pembajakan 
yang tinggi seperti Cina, India dan 
beberapa Negara lainnya. 
Secara empiris, rumusan penelitian ini 
bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai 
acuan bagi pejabat hukum dalam 
menyelesaikan permasalahan 
pembajakan hak cipta musik dan lagu di 
pengadilan atau sebagai acuan bagi 
moderator dalam menyelesaikan 
permasalahan hak cipta musik dan lagu 
dengan alternatif lain seperti arbitrase, 
negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. 
Secara ilmiah, penelitian ini 
bertujuan untuk merubah paradigma 
tentang pembajakan musik dan lagu 
yang selama ini hanya dianggap sebagai 
permasalahan kecil oleh masyarakat, 
serta bertujuan untuk menjadi rujukan 
standar bagi para peneliti di bidang hak 
cipta musik dan lagu. 
 
METODE PENELITIAN 
1. Pendekatan masalah. Dari judul 
dan perumusan masalah yang 
telah diuraikan, perlu ditentukan 
pendekatan masalah yang 
digunakan untuk memperoleh 
kemudahan dalam mendapatkan 
data yang diperlukan. Pendekatan 
masalah yang digunakan adalah 
metode yuridis normative. 
2. Jenis data. Terdiri dari : 
 Data sekunder, yaitu data yang 
sudah diolah dan diperoleh 
melalui studi kepustakaan, data 
sekunder terdiri dari :1) Bahan 
Hukum Primer, merupakan 
bahan hukum yang mengikat 
yang terdiri dari :a) Keputusan 
Presiden RI Nomor 18 Tahun 
1997 Tentang Pengesahan Berne 
Convention For The Protection 
Of Literary and Artistic Works 
(Konvensi Bern Untuk 
Perlindungan Karya Cipta Seni 
dan Sastra), b) Keputusan 
Presiden RI Nomor 74 Tahun 
2004 Tentang Pengesahan WIPO 
Performances and Phonograms 
Treaty (Traktat WIPO Mengenai 
Pertunjukan dan Rekaman 
Suara). c) Undang-Undang 
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Nomor 19 Tahun 2002 Tentang 
Hak Cipta, d) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1994 Tentang 
Pengesahan Agreement 
Establishing The World Trade 
Organization (Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia). 
e) TRIPs dan WTO, f) Dokumen 
yang terkait dengan masalah 
yang diteliti. 2) Bahan Hukum 
Sekunder yaitu : Buku-buku, 
karya tulis ilmiah, dan jurnal-
jurnal yang terkait dengan 
perlindungan hukum pada hak 
cipta musik atau lagu. 
 Data primer, yaitu informasi 
yang diperoleh dengan 
mempelajari buku-buku tentang 
hak cipta musik atau lagu dalam 
konvensi dan hukum 
internasional. 
 
PEMBAHASAN 
1. Bagaimana Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Pembajakan Hak Cipta Musik 
Dan Lagu Di Indonesia? 
Bahwa didalam permasalahan 
mengenai hak cipta sangat 
beragam,penyebab maraknya 
pembajakan lagu dan musik dengan 
format MP3 (Motion Picture Experts 
layer III) adalah lemahnya pengawas 
aparat (dalam hal ini kepolisian)12 dan 
beberapa faktor pendukung lainnya 
antara lain:  
a. Faktor ekonomi 
Pada dasarnya memang berkisar pada 
keinginan untuk mencari keuntungan 
financial secara cepat dan mengabaikan 
kepentingan para pencipta dan 
pemegang hak cipta.Begitu juga 
dengan permintaan pasar yang besar 
sementara stok terbatas. 
b. Faktor harga 
Harga yang terjangkau bagi masyarakat 
dimana bahwa CD bajakan dengan 
format MP3 dapt dibeli dengan harga 
berkisar antara Rp 5000,- sampai dengan 
harga Rp. 10.000,- dan ini merupakan 
sebagai salah satu pemicu terjadinya 
tindak pidana hak cipta. 
c. Faktor masyarakat 
Kesadaran masyarakat terhadap barang 
bajakan yang illegal masih sangat 
rendah.Trend didalam masyarakat saat 
ini tampaknya belum perduli terhadap 
barang legal atau illegal yang hanya 
memnetingkan harga murah dan dapat 
menikmati lagu atau musik. Masyarakat 
yang kurang informasi bahwa barang 
bajakan itu tidak boleh beredar, dan bila 
mengedarkan terkena sanksi hukuman. 
Selain itu ada juga yang menjadi faktor-
faktor yang menyebabkan maraknya 
pembajakan lagu dan musik dengan 
format MP3 (Motion Picture Experts 
layer III) yaitu : 
a.Format seperti MP3 dapat diperbanyak 
dan disimpan dengan ukuran yang kecil; 
b.Pengubahan bentuk format dari yang 
tidak digital menjadi digital sangat 
mudah, dengan adanya scanner; 
c.Harga alat-alat penyimpanan informasi 
dalam bentuk digital harganya relative 
murah; 
d.Adanya kemudahan dalam 
pengambilan materi dari internet. 
 
2. Konsep Penegakan Hukum 
Yang Ideal Terhadap Kasus 
Pembajakan Hak Cipta Musik 
Dan Lagu Secara Digital Di 
Indonesia 
a. Ketentuan Pidana 
Pengajuan tuntutan pelanggaran atas 
Hak Cipta dapat juga dilakukan 
secarapidana.Undang-Undang Hak Cipta 
telah merumuskan perbuatan-perbuatan 
yang dikategorikan sebagai tindak 
pidana Hak Cipta.Semula tindak pidana 
Hak Ciptaini merupakan delik aduan, 
tetapi kemudian di ubah menjadi delik 
biasa.Dengan dijadikan delik biasa, 
penindakan dapat segera dilakukan tanpa 
perlu haknya dilanggar.Sebaliknya, 
 
 
 
 
dengan menjadi delik aduan, 
penindakannya semata-matadidasarkan 
pada adanya pengaduan dari pencipta 
atau pemegang Hak Cipta yang merasa 
dirugikan, sehingga penegakan 
hukumnya menjadi kurang efektif. 
Selainitu, ancaman pidananya pun terlalu 
ringan dan kurang mampu menjadi 
penangkalterhadap pelanggaran Hak 
Cipta, sehingga ancaman pidanya pun 
diperberat gunalebih melindungi 
pemegang Hak Cipta dan sekaligus 
memungkinkan dilakukan penahanan 
sebagaimana di atur dalam KUHAP. 
Hukum kekayaan intelektual di bidang 
hak cipta memberikan sanksi jika terjadi 
pelanggaran terhadap tindak pidana di 
bidang hak cipta adalah pidana penjara 
dan atau denda. Hal ini sesuai dengan 
ketentuanpidana dan atau denda dalam 
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 
2002 tentang hak cipta, antara lain pada 
Pasal 72 ayat (1) sampai pada ayat (9) 
dan Pasal 73, yang menyatakan bahwa 
sanksi terberat adalah denda paling 
sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan/atau denda paling banyak    
Rp.5.000.000.000,- (lima miliar 
rupiah).Widyopramono menyatakan, 
bahwa selain jenis tindak pidana hak 
cipta tersebutdiatas, sesungguhnya bila 
dikelupas dalam tindak pidana hak cipta 
juga melanggar ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan lainnya. 
b. Gugatan Ganti Rugi 
Kata “ganti rugi” menunjukkan pada 
satu peristiwa, dimana ada seorang yang 
menderita kerugian di satu pihak, dan di 
pihak lain ada orang yang dibebankan 
kewajiban untuk menggantikan atas 
kerugian yang di derita orang lain 
tersebut karena perbuatannya. Oleh 
karena itu untuk mengajukan gugatan 
ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih 
dahulu unsur perbuatan melawan hukum 
yaitu Adanya orang yang melakukan 
kesalahan.Kesalahan itu menyebabkan 
orang lain menderita kerugian.19 
Apabila kedua unsur tersebut telah 
dipenuhi, barulah peristiwa itu dapat 
diajukan ke pengadilan dalam bentuk 
gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 
56 . Hanya saja karena unsur perbuatan 
melawan hukum itu menentukan harus 
ada kesalahan (apakah sengaja atau 
kelalaian), maka sebaiknya gugatan ganti 
rugi itu diajukan setelah ada putusan 
hakim yang menyatakan yang 
bersangkutan telah melakukan 
kesalahan, Pasal 60 undang- undang Hak 
Cipta menegaskan bahwa gugatan ganti 
rugi diajukan ke Pengadilan Niaga. 
c. Pemegang Hak Cipta berhak 
mengajukan gugatan di Pengadilan 
Niaga kalau HAKInya di langgar 
Dalam kasus tertentu, tuntutan perdata 
yang berhasil dapat ditindaklanjuti 
dengan tuntutan pidana. Berdasarkan 
HIR, dalam keadaan tertentu pihak ke 
tiga yang berkepentingan berhak untuk 
mengajukan gugatan. Dalam praktek, 
jarang sekali pemegang hak diharuskan 
hadir.Para pihak bisa mengajukan 
pernyataan yang sah (bahkan dari luar 
negeri kalau diperlukan). Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan HIR 
memberikan wewenang kepada hakim 
berkaitan dengan hal ini. Hakim juga 
berhak memanggil saksi, termasuk 
penggugat dan tergugat, untuk member 
keterangan guna menentukan fakta-fakta 
yang mendasar. Hakim berwenang untuk 
memerintahkan tergugat untuk memberi 
informasi tentang pihak ke tiga yang 
terlibat dalam produksi dan distribusi 
barang atau jasa yang melanggar HAKI 
yang dimiliki penggugat dan bagaimana 
barang tersebut diedarkan. Sesuai 
dengan praktik umum, hakim bisa 
memaksa tergugat untuk membayar 
ongkos perkara penggugat kalau tidak 
berhasil dalam putusan terakhir dari 
pengadilan. 
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d. Penetapan Sementara oleh 
Pengadilan Niaga 
Sebagaimana terjadi di negara-negara 
lain, semua negara peserta WTO akan 
mengacu persoalan penting tentang 
penegakkan hukum HAKI pada 
umumnya dan Hak Cipta pada 
khususnya pada Persetujuan TRIP’s. 
Menganai penegakkanhukum TRIP’s 
mengaturnya pada Bagian (Part) III, 
Pasal 41 sampai denganPasal 
61.25Sebelum berlakunya Persetujuan 
TRIP’s tidak ada satupun perjanjian 
Internasional, termasuk Konvensi Bern 
yang mengatur secara terinci 
tentangprosedur penegakkan hukum bagi 
perlindungan hak cipta. Menurut Pasal 
41 ayat (1) TRIP’s adalah menjadi 
kewajiban negara peserta menjamin 
prosedur penegakkan hukum yang dapat 
diterapkan dalam hukum negara peserta 
perjanjian, seperti dimungkinkannya 
melakukan tindakan efektif terhadap 
setiapperbuatan melanggar HAKI yang 
dilindungi perjanjian ini. 
Selanjutnya masih dalam pasal 
yang sama dari TRIP’s dalam ayat (2) 
berikutnya ditetapkan bahwa prosedur 
penegakkan hukum HAKI harus 
dilaksanakan secara adil dan setara (fair 
and equitable).Hak untuk mengajukan 
gugatan perdata sebagaimana telah 
diatur dalam pasal-pasal undang-undang 
Hak Cipta 2002 ini, tidak mengurangi 
hak negara untukmelakukan tuntutan 
pidana terhadap pelanggaran hak cipta. 
Di dalam Trips selain tentang prosedur 
penegakkan hukum HAKI juga di 
aturtentang Penetapan Sementara 
(Injunctions) oleh Pengadilan Niaga 
yangpengaturannya telah didapati dalam 
Undang-Undang Hak Cipta 2002 Pasal 
67 sampai dengan Pasal 70. Sekiranya 
untuk Penetapan Sementara oleh 
Pengadilan Niaga perlu diadakannya 
suatu Hukum Acara Niaga untuk 
menghindari terhambatnya pelaksanaan 
penegakkan hukum hak cipta di 
Indonesia. Selanjutnya, perlu dijelaskan 
bahwa atas permintaan pihak yang 
merasa dirugikan karena pelanggaran 
hak cipta yang dipunyainya, Pengadilan 
Niaga dapat menerbitkan surat 
Penetapan Sementara (ex parte) dengan 
segera dan efektif untuk26mencegah 
berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, 
Khususnya mencegah masuknya barang 
yang di duga melanggar hak cipta atau 
hak terkait ke dalam jalur perdagangan, 
termasuk tindakan importasi. 
Menyimpan bukti yang terkait 
dengan pelanggaran hak cipta atau hak 
terkait tersebut guna menghindari 
terjadinya penghilangan barang bukti. 
Meminta kepada pihak yang merasa 
dirugikan untuk memberikan bukti yang 
menyatakan bahwa pihak tersebut 
memang berhak atas hak cipta atau hak 
terkait, dan hak pemohon tersebut 
memang sedang di langgar.Selain 
Undang-Undang Hak Cipta 2002 yang 
menerapkan penegakkan hukum hak 
cipta berdasarkan TRIP’s, Indonesia juga 
mengatur tentang penegakkan hukum 
hak cipta ini melalui Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabean. 
Perlunya Peraturan Pelaksanaan Di 
Bidang Hak Cipta 
Ada lima (lima) macam Peraturan 
Pemerintah yang seharusnya dibuat oleh 
pemerintah untuk mengatur lebih lanjut 
mengenai hak cipta : 
a. Peraturan pemerintah tentang 
Hak Cipta yang di pegang oleh 
Negara 
b. Peraturan Pemerintah tentang 
informasi hak pencipta. 
c. Peraturan Pemerintah tentang 
Sarana Produksi berteknologi 
tinggi yang memproduksi cakram 
optik. 
d. Peraturan Pemerintah tentang 
syarat-syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pendaftaran 
konsultan HAKI. 
 
 
 
 
e. Peraturan Pemerintah tentang 
tugas, fungsi, susunan tata cara 
kerja, pembiayaan dan masa 
bakti Dewan Hak Cipta. 
Seharusnya pemerintah mengeluarkan 5 
(lima) macam Keputusan Presiden untuk 
mengatur labih lanjut mengenai Hak 
Cipta, yaitu: 
1) Keputusan Presiden tentang 
kewajiban menerjemahkan dan 
perbanyakan ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan sastra untuk 
kepentingan pendidikan dan penelitian 
serta pengembangan, besarnya imabalan 
yang akan diberikan. 
2) Keputusan Presiden tentang tata cara 
pengajuan permohonan untuk 
menterjemahkan, memperbanyak ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
sastra untuk kepentingan pendidikan. 
Penelitian dan pengembangan. 
3) Keputusan Presiden tentang syarat 
dan tata cara permohonan pendaftaran 
ciptaan. 
4) Keputusan Presiden tentang 
pencatatan perjanjian lisensi hak cipta. 
5) Keputusan Presiden tentang 
persyaratan jangka waktu, dan tata cara 
pembayaran, biaya permohonan, 
permintaan petikan daftar umum ciptaan, 
pencatatan pengalihan dan hak cipta, 
perubahan nama, alamat, pencatatan 
lisensi hak cipta, pencatatan lisensi 
wajib, dan lain-lain yang dikenai biaya 
menurut ketentuan yang berlaku. 
Ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya 
mampu mangatasi permasalahan 
pembajakan Hak cipta di Indonesia, 
karena hal tersebut merupakan konsep 
ideal yang dirasa cukup memberikan 
ketegasan hukum, perlindungan hukum 
dan kepastian terhadap hal cipta 
Indonesia. 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN 
Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta 
Musik Dan Lagu Di Indonesia antara 
lain adalah faktor ekonomi yang 
didasarkan karena ingin mencari 
keuntungan financial secara cepat dan 
mengabaikan kepentingan para pencipta 
dan pemegang hak cipta, Faktor harga, 
faktor budaya masyarakat itu sendiri 
sehingga kesadaran masyarakat terhadap 
barang bajakan yang illegal masih sangat 
rendah. Seharusnya Pemerintah 
mengeluarkan konsep-konsep ideal 
dalam bentuk Perunang-Undangan yang 
mengatur Hak Cipta secara lebih 
terperinci, sehingga memberikan 
ketegasan hukum, perlindungan hukum 
dan kepastian terhadap hal cipta 
Indonesia. 
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